WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR °' TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap lingkungan hidup agar tercipta
lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 506 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Wali Kota berwenang
menerapkan Sanksi Administratif kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap pelanggaran;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu
melimpahkan atau memandatkan sebagian
wewenang Wali Kota kepada Dinas Lingkungan
Hidup mengenai sanksi administratif sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan



Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1820),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
241, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat



10.

11.

12.

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02
Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi
Administratif Di Bidang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P.68/MENLHK-
SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1323);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1011);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat
Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian
Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
5 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku
Mutu Air Sungai (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 22);
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara
Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007
Nomor 52);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair
(BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran,
Rumah Sakit, Domestik Dan Pertambangan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair
(BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran,
Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2008 Nomor 43);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
(Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Pendelegasian  Sebagian Kewenangan Bidang
Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Banjarmasin.

Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai
berikut :

a.

e

50

melakukan pemeriksaan atas isi draf dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen
Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan, dokumen pengelolaan
lingkungan hidup, dokumen persetujuan teknis,
dokumen surat kelayakan operasional (SLO) dan
Surat Pengenaan Sanksi Adminisratif yang
diusulkan Pemrakarsa kepada Kepala Dinas
Lingkunan Hidup;

. melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat

kelengkapan draf dokumen sebagaimana di
maksud pada huruf a dan Surat Pengenaan Sanksi
Administratif untuk diproses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

. menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus

dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan
yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
menerbitkan Surat  Keputusan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi
usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;

menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Teknis;
menerbitkan Surat Kelayakan Operasional;

. melakukan pemerintahan atas isi Berita Acara

Pengawasan dan Berita Acara Hasil Monitoring dan
Evaluasi terutama pada temuan-temuan lapangan;
dan

menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi
Administratif berupa teguran tertulis bagi usaha
dan/atau kegiatan yang tidak melakukan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



KETIGA :  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU melaporkan secara berkala kepada
Wali Kota Banjarmasin.

KEEMPAT :  Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 januari z024

WALI KOTA BANJARMASIN,

o

IBNU SINA



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ““ TAHUN 2024

TENTANG

TIM AHLI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang:

Mengingat:

KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Ahli Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 32 'Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



10.

11.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017
tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 228, Tamabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomorl5
Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8
Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta
Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor
P.38/MENLHK.SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang
Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang wajib



Memperhatikan:

Menetapkan:
KESATU

KEDUA

memiliki Analisis Menganai Dampak Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1011);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41
Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

Tim Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Tim Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan dan
menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas
Komisi Penilai Amdal (KPA), Analisis Dampak Lingkungan



KETIGA

KEEMPAT

(Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
kepada Komisi Penilai Amdal (KPA).

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024
pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH pada
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal > cnuari cUz4
WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 83
TENTANG

TAHUN 2024

TIM AHLI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KOTA

BANJARMASIN

TIM AHLI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KOTA BANJARMASIN
Jabatan Jumlah Jumlah
No.| Dalam | Bidang Keahlian Tugas Honorarium Bulan
Tim /bulan
1. | Anggota | Wakil Ahli di|Menilai dokumen Rp1.700.000,00 1
Bidang Ekonomi | Analisis Mengenai
Lingkungan Dampak
Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
2. | Anggota |Wakil Ahli di|Menilai dokumen Rp1.700.000,00 1
Bidang Sosial | Analisis Mengenai
Budaya Dampak
Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
3. | Anggota |Wakil Ahli di| Menilai dokumen Rp1.700.000,00 1
Bidang Geofisik | Analisis Mengenai
dan Perencanaan | Dampak
Wilayah Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
4. | Anggota | Wakil Ahli di| Menilai dokumen Rp1.700.000,00 1
Bidang Tata Kota | Analisis Mengenai
Dampak
Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
S. | Anggota |Wakil Ahli di| Menilai dokumen Rp1.700.000,00 1
Bidang Kimia Analisis Mengenai
Dampak
Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
6. | Anggota |Wakil Ahli di| Menilai dokumen Rp1.700.000,00 1

Bidang
Lingkungan

Analisis Mengenai
Dampak

Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya




Jabatan Jumlah Jumlah
No. | Dalam Bidang Keahlian Tugas Honorarium Bulan
Tim /bulan
7. | Anggota | Wakil Ahli di|Menilai dokumen | Rp1.700.000,00 1
Bidang Analisis Mengenai
Kesehatan Dampak
Masyarakat Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
8. | Anggota |Wakil Ahli di|Menilai dokumen | Rp1.700.000,00 1
Bidang Kualitas | Analisis Mengenai
Air Dampak
Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
9. | Anggota | Wakil Ahli di| Menilai dokumen | Rp1.700.000,00 1
Bidang Analisis Mengenai
Konstruksi Geo | Dampak
Teknik Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya
10 | Anggota | Wakil Ahli di|Menilai dokumen | Rp1.700.000,00 1

Bidang
Pertahanan
Negara

Analisis Mengenai
Dampak

Lingkungan Hidup
sesuai keahliannya

WALI KOTA BANJARMASIN,

.

IBNU SINA




